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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah
selesai (dari suatu urusan), maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan)
yang lain dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya kamu berharap”.

(Q. S. al-Insyirah [94]: 6-8)

* ok ok

“Sangat mengagumkan keadaan seoran g mukmin, karenu setiap keadaan
dianggapnya baik. Tidak vngkin ada perasaan seperti itu kecuali pada
orang yang beriman. Apabila mendapat nikmat ia bersyukur, maka
syukur itu sangat baik baginya. Apabila mendapat derita
kesedihan ia bersabar, maka sabar itulah vang
lebih baik baginya™.

(H. R. Muslim)

* ok k

“Tiada yang lebih baik selain ilmu dan ibadah. Tidak akan menggunakan pikiran
melainkan untuk keduanya. Apabila perhatian telah terpusat pada keduanya,
maka akan menjadi kuat dan apabila telah kuat, kesuksesan serta
keberhasilan pasti datang”.

(Al-Ghazali)

¥ kK

“Gantungkan cita-citumu setinggi langit”,
(Soekarno)

3 %k

“Pelan namun pasti, berenang di lautan makna dan tersirat dalam faedah yang
memancar, Keyakinan qalbu adalah nyate adanya”.
(A. Bandi asy-Syaugiy)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama
Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1938

Konsonan Tunggal
" Huruf Arat Nama Huruf Latin Kcterangan
B \ alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan |
ba’ b be
<
_
W ta’ t te
< sa’ s s (dengan titik di atas)
i jim j je
= ha’ h ha (dengan titik di bawah) |
C kha kh ka dan ha
> dal d d-c
3 zal 7 zet (dengan titik di atas)
- g ra’ r . er
3 zai ¢ Z zel
o sin S s |
o syin sy cs dan ye |
U° sad $ ¢s (dengan titik di bawah)
P dad d de (dengan titik dj bawah)
L b ta t te (dengan titik di bawah)

= .
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5 7 y sel (dEI;ig:;]t)ilik di
T ¢ ‘ain ‘ koma terbalik (di atas)
_ : E
C gain g ge
s fa’ f ef
A qaf q qi
| kaf k ka
A lam l el
¢ mim m ¢m
J nun n ¢n
g wau w 1B we
] - ha’ ] h ha J
s hamzah f Apostrof
L ¢ ¢ ] I e |

II. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh Syaddah ditulis rangkap.

Contoh : J_)-I = nazzala
2}&-} = bihinna

II1. Vokal Pendek

-

2

Fathah () di tulis a, kasrah (__)ditulisi dan dairmah (__)ditulis u.

-




IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi i panjang ditulis T dan bunyi u panjang
ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya
Contohnya :

1. Fathah + alif ditulis a

A8 ditulis fala

2. Kasrah + ya’ mati ditulis i

Jradl ditulis tafsil
3. Dammah + wawu mati ditulis §

Jeal ditulis usal

V. Vokal rangkap

1. Fathah + ya’ mati ditulis aj
s 3 ditulis az-Zuhailf

2. Fathah + wawu mati ditulis au

A gAY ditulis ad-daulah

VL. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke

dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila

dikehendak: kata aslinya.



2. Bila dihidupkart karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

Contoh : dgiaall 433y ditulis Bidayatul Mujtahid
VIL.Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang
mengiringinya. Seperti ()} ditulis inna

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( * ).
Seperti ;. ditulis Syai’un

3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai bunyi
vokalnya. Seperti b ) ditulis raba’ib

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, makz ditulis dengan lambang
apostrof ( * ). Seperti (y ;3A0  ditulis ta’khuziing

VIIL.  Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyah ditulis al
58l ditulis al-Baqarah

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf ‘i’ diganti dengan huruf syamsiyah
yang bersangkutan.

e Ll ditulis an-Nisa’

IX. Penulisan kata-kata dalam Rengkaian Kalimat
Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.
ubjﬂ‘ & 9 ditulis zawil furud atau zawi alfurud
Al dﬁl ditulic ahlus sunnah atau ahl al-sunpah

xi
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fakta historis dalam pemerintahan Islam sepeninggal rasulullah sampai
sekarang menunjukkan bentuk yang beraneka ragam schingga tidak adanya
kesepakatan yang pasti tentang konsep negara Islam. Realitas ini disebabkan
beberapa faktor, antara lain: 1) negara Islam yang didirikan nabi di Madinah
yang dipandang ideal, ternyata tidak memberikan suatu model terperinci, 2)
pelaksanaan khilafah bani Umayah dan Bani ‘Abbasiyah hanya memberikan
satu kerangka mengenai lembaga politik dan perpajakan, 3) pembahasan
mengenai rumusan yang ideal (hukumr Islam dan teori politik), hanya
menghasilkan rumusan idealis dan teoritis dari masyarakat yang utopian, serta
4) hubungan negara dan agama dari masa ke masa menjadi subyek bagi
keragaman interpretasi.”’ Oleh karena itu, beberapa penulis berupaya untuk
mengajukan  paradigma baru atau “telaah kontemporer”. Akan tetapi,
umumnya mereka bertolak dari dasar hipotesis yang tidak didukung oleh teks-
teks (nushus), ataupun pengalaman sejarah Arab Islam.

Sebagian teks tersebut -baik secara eksplisit maupun implisit-
menunjukkan corak yang kompetitif. Wacana yang berkutat pada sanggahan

demi sanggahan pada akhirnya tidak dapat memberikan kontribusi positif bagi

Y John L. Espito, Islam dan Politik, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 308,



terbangunnya sistem politik Islam.” Teori kenegaraan masih sekedar
argumentasi apofogis yang hanya digunakan untuk melegitimasi kekuasaan
suatu dawlah atau dinasti tertentu, namun belum menyentuh pada sisi
keotjakan untul menciptakan  suasana politik yang dinamis, keadilan,
kemaslahatan, dan kemakmuran bagi kehidupan berbangsa dan bernezara.
Perbedaan pendapat para pemikir politik Islam maupun ulama
raengenal hubungan antara sistem ketatanegaraan dengan Islam -apakah dalam
[slam diajarkan untuk mendirikan negara atau tidak- kenyataannya umat
Islam selalu membutuhkan sebuah sistem ketatanegaraan. Disebabkan untuk
mengamankan sebuah kebijakan, maka sangat diperlukan kekuatan (institusi
politik). Misalnya untuk menegakkan keadilan, meme!ihara perdamaian, dan
ketertiban, diperlukan suatu kekuasaan baik dalam bentuk organisasi politik
maupun negara.”’ Untuk itu, apubila mangacu pada kebijakan tegaknya ajaran
Islam, maka perangkat pemerintahan dan sebagainya harus islami. Suatu hal
yang kurang tepat jika ingin menegakkan prinsip-prinsip Islam namun di
dalam aspek lain mengunakan sistem yang non-islami. Dari perspektif ini,
tentunya umat. Islam tetap membutuhkan tatanan ketatanegaraan dengan

cistem yang islami. Dengan demikian, pemerintahan Islam ditegakkan dan

Y Muhammad Abid al-labiri, Ad-Din Wa ad-Dawlah Wea lathbiq asy-Syari'ah, alih
bahasa Mujiburrahman, cet. 1 (Yogyakarta: FPB, 2001), him. .

¥ Imam Khomaeni, Sistent Pemerintahan  Islam, aiih bahasa Muhammad Anis

Maulachea, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), him. 7.
Y Ibid., him. 31.



diterapkan dalam aktualitas  kehidupan sebagaimana disaksikan oleh
pengalaman sejarah Islam, bahkan kedudukan nyata di zaman ini.”

Korelasi antara negara, politik, dan agama menyatu dalam kesatuan
yang tunggal, beriringan, dan tidak terp:sahkan antara satu dengan yang lain.
Realitas ini didukung dengan fakta sejarah dan menjadi keyakinan kaum
muslimin sepanjang sejarah, seperti ketika rasulullah saw hijrah dari Makah
ke kota Madinah (Yatsrib).” Kemudian setelah rasulullah resmi' menjadi
penduduk Madinah sekaligus pemimpin penduduk tersebut, maka babak baru
dimulai. Berbeda pada pericde Mekah, pada periode Madinah Islam menjadi
kekuatan politik.” Ketika rasulullah beradz di Madinah, Beliau mempunyai
kedudukan bukan hanya sebagai pemimpin agama, yakni sebagai seorang nabi
dan rasul, tetapi juga sebagai komandan tertinggi kaum muslimin dan
pemimpin mereka." Kehidupan rasulullah saw bersama umatnya pada periode
Madinah ini (632-633 M), oleh pakar politik [slam dianggap sebagai

o 4
kehidupan bernegara.”

% Sayid Muhammad Baqir asl-Shadr, lntroduction to Islamic Political System, cet. 1
(Jakarta: Lentera, 2001), him, 27.

® Muhammad Dhihauddin Rais, An-Nazhariam as-Siyasah al-Islamiyah, alih bahasa
Abdul Hayyie al-Kattani, cet. | (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), him. 4-5. Lihat Badri Yatim,
Sejarah Peradabai: Islam, cet. 4 (Jakarta: Raia Grafindo Persada, 1996), him. 23-24,

7 Badri Yatim, Sejarah..., hlm, 25 Madinah menjadi "Darul Islam" (wilayah Islam) dan
pijakan dawlah 1slam. Lihat Yusuf al-Qardhawi, Dr., Min Vigh ad-Dawlah fi al-Isiam, alih bahasa
Kather Suhardi, cet. 4 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), him. 25.

® Yusuf al-Qardhawi, Dr., Min Figh..., him. 8-9.

? Muhammad Abid al-Jabari, Ad-Din..., him. 9-11. Dakwah nabi telah berakhir
bersamaan dengan terbentuknya satu negaia atau wilayah nemerintahan yang menyerupai negara.
Sedangkan sahabat menyadari betul keadaan dan kebutuhan umar Islam pada saat itu. Menjelang
wafatnya rasulullah, dakwuh Islam praktis telah berkembang menjadi sebuah negara. Lihat Badri
Yatim, Sejarah..., him. 25-26. Bandingkan dengan Harun Nasution Islam Ditinjau dari Beberapa
Aspeknya, cet. 1 (Jakarta: Ul-Press, 19%6), him. 92,



Argumentasi yang dapat dijadikan asumsi dasar bahwa ketika itu telah
erwujud sebuah negara, yakni adanya wilayah, masyarakat, dan pemimpin
atau penguasa dalam pemerintahan. Perwujudan rasulullah saw sebagai kepala
negara dapat dilihat, misalnya ketika beliau ikut serta dalam memimpin
peperangan, memimpin ekspedisi militer, mengatus persoalan masyarakat dan
berusaha menjaga persatuan, mengirim serta menerima utusan, mengangkat
para pegawai, dan seterusnya Berarti dalam diri rasulullak terkumpul dua
dimensi kekuasuan, yaitu kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi.'®
Namun kedudukan Muhammad sebagai rasul (utusan Allah), sekaligus kepala
negara tidak meninggalkan wasiat yang pasti tentang sistem penyelenggaraan
negara, siapa yang berhak membuat undang-undang, bagaimana bentuk
pertanggungjawaban  damt  kepala  negara, serta kepada  siapa
pertanggungjawaban tersebut diberikan.

Ketidakjelasan ini menyebabkan sistem penyelenggaraan negara dalam

sejarah Islam dari abad ke abad selalu berubah-ubah.'V Khususnya dimulai

' Badri Yatim, Sejarah..., him, 30-33.

'Y Misalnya pada masa khulafa’ al-rdsyidin dapat dilihat bahwa pengangkatan masing-
masing khalifah sangat berfariasi. Abu [Bakar, sebagai khalifah pertama diangkat melalui
musyawarah dalam suatu pertemuan yang berlangsung pada hari kedua setelah rasulullah saw
watat. Umar bin Khattab, mendapat kepercayaan sebagai khalifah kedua tidak melalui pemilihan
dalam forum musyawarah terbuka, tetapi melalui penunjukan atau wasiat dari pendahulunya.
'Usman bin Affan, menjadi khalifah ke‘iga melalui pemilihan oleh sekelompok orang yang telah
ditetapkan oleh 'Umar sebelum wafat. Kemudian 'Ali bin Abi Thalib, sebagai khalifah keempat
dalam penyelenggaraannya lebih sempurna dan telah mergalami perkembangan. Sedangkan
penyelenggaraan sistem kencgaraan pada masa bani Umayah telah lebih jauh lagi dari
peraerintahan sebelumnya (al-khulafd' al-rashidin). Demikian juga pada masa bani Abbasiyah
yang melanjutkan kekuasaan dinasti bani Ummayah. Pada masa ini Islam mengalami kemajuan
yang sangat pesat dalam berbagai bidang keilmuan. Walaupun praktek penyelenggaraan
kenegaraan tidak jauh berbeda dibandingkan pada masa bani Ummayah. Pada masz kemunduran
Islam, umat Islam hampir udak mempunyai negara karena kebanyakan bangsa muslim berada di
bawah penjajahan bangsa barat baik Inggris, Perancis, Portugis, Spanyol, Italia maupun Belanda.
Akan tetapi keinginan untuk mendirikan negara sendiri tetap ada. /bid., him. 42-111. Bandingkan
dengan Khalil Abdul Karim, Dr.. A/-Judziv at-1arikhiyyah al-Syari'ah al-Islainiyyah, cet. 1



dari sepeninggal  rasulullah  saw  sampai sckarang. Kenyataan ini
mengakibatkan perbedaan pendapat sebagian pemikir politik Islam tentang
perlu tidaknya sebuah negara Islam.'® Dalam perkembangan  selanjutnya
hanyak pemberontakan dari negara’ yang mayoritas berpenduduk muslim
untuk  berusaha melepaskan diri dari penjajah.'” Setelah mendapatkan
kemerdekaannya, umat Islam  menghadapi permasalahan  baru vyaitu,
bagaimana sebenarnya konsepsi negara Islam itu?

Shaikh Syaukat Husain mengatakan bahwa negara Islam adalah negara
ideologi yang berdasarkan ates ideologi tertenfu dan bertujuan untuk
membangun ideologi tersebut. Negara inerupakan suatu instrumen dan harus
bertindak sedemikian rupa. Suatu negara yang demikian, harus dipegang
hanya oleh mereka yang percaya kepada ideologi tersebui, mereka yang
mevakini bahwa ncgara Islam berdasarkan kepada hukum [lahi yang telah
memberina tugas untuk mengurusi negara."’ Kemudian Fazlur Rahman

dalam mendefinisikan negara Islam agak fleksibel serta tidak begitu ketat

(Yogyakarta: Pustaka Alief, 2003), hlm. 138-153. Tugas khulufa' al-Rashidin adalah melanjutkan
tugas Muhammad dalam tiga macam, yakni agama, ummat, dan negara. Lihat Joesoef Sou'ub,
Sejarah Dawlah Umayyah I di Damaskus, cet, | (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), him. 8-9.

'Y Misalnya, Muhammad Izza Darwazah mengatakan bahwa dalam al-Qur’@n tidak ada
satupun naas yang inenyebut tentang bentuk negara dalam Islam, meiainkan hanya konsep tentang
masyarakat. Ajaran agama yang menyinggung tentang negara hanya berupa dokurin tentang
keadilan dan kemakmuran. Lihat Asghar Al Engineer, Islam dan Pembebasan, cet. 1 (Jakarta:
LP3L:S, 1985), him.16.

"' M. Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam memurut Faziur Rahman, cet. 1
(Yogyakarta: Ull-Press, 2000), him. 4.

' Shaikh Syaukat Husain, Hak Asasi Manusia dalam Islam, cet. ' (Jakarta: Gema Insani
Press, 1996), him. 15. Shaikh Syaukat Husain juga menjelaskan bahwa pemeluk di luar agama
Islam yang tidak menerima ideologi tersebut tidak berhak turut serta dalam pembentukan
kebijakan fundamantal negara. Akan tetapi, mereka tetap berhak mendapatkan perlindungan yang
sama calam hukum, ekonomi, dan saling menghormati dengan pemeluk agama Islam serta hak
hidup yang layak di negara Islam sebagai warga negara non-mushim (dzimmi).



dengan syariat tertentu. Menurutnya, negara Islam adalah organisasi yang
dibentuk oleh masyarakat muslim dalam rangka memenuhi keinginan mereka
dan tidak untuk kepentingan yang lain.">

Terhadap masalah ini Zainal Abidin Ahmad,'®’ mengemukakan bahwa
ideologi negara Islam tidak cukup dengan “simbul Islam™ yang dipampang
pada simbul-simbul negara atau dengan “pangkat” yang disandang kepala
negaranya. Negara Islam bukan masalah formalitas, tetapi 1a adalah masalah
isi, azas, dan prinsip-prinsip dasar yang diajarkan cleh rasulullah dan
dilanjutkan para sahabatnya, vyaitu khulafd al-Rasyidin serta didukung oleh
warga negara.'” Negara Islam merupakan gabungan dari dua ursur, yaitu
khilafah yang mengandung makna cita-cita politis dan dar al-Islam yang
merupakan cita-cita mesyarakat. Sedangkan negara Islam adalah suatu negara
yang dipimpin oleh kepala negara dengan jabatan khalifah, sedangkan dar al-
Islam pokok tujuannya lebih terfokus pada susunan masyarakat [slam, yaitu
masalah sosial dan ekonomi." Selain itu, merupakan negara vang telah
dijanjikan Tuhan untuk umat Islam,'” ia memiliki sifat-sifat sebagai berikut :
l. Kedaulatan negara harus dipegang oleh rakyat yang percaya kepada

Tuhan, sedangkan khalifuh adalah kepala negara yang dipilih oleh rakyat.

") M. Hasbi Amiruddin, Konsep.... hlm. 85,
' Yang selanjutnya penyusun menyebutnya Abidin.

'V Zainal Abidin Ahmad, Membangin Negara Islam, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Iqra,
2001), hlm. 3. Terbitan ulang dari bukunya, Membentuk Negara Islam, ( Jakarta, Widjaya, 1956).

™) Ibid., him. 6-7.

") Bandingkan dengan naas al-Qur'an surat An-Nur (24) : 55. Bahwa yang dijanjikan
Allah adalah pemberian khalifah kepada vrang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan.



. Keagamaan harus dipegang teguh oleh negara, baix dalam birokrasi
pemerintahan maupun di masyarakat.

4. Segala perasaan takut dan khawatir harus dibasmi habis, diganti dengan
rasa aman yang sejati.

4. Kemerdekaan agama untuk menyembah Tuhan berlaku dengan seluas-
luasnya. Tidak terjadi paksaan, tekanan, dan bujukan a‘pa[.)un yang
menghilangkan perasaan bebas dan sukarela 2"

Pada sisi lain, Abdul Aziz Thaba mengemukakan bahwa dalam rangka
menyusun teori politik Islam, yang ditekarkan bukan struktur negara Islam,
melainkan sub-struktur dan tujuannya. Sebab struktur negara akan berbeda-
beda disatu tempat dengan tempat lainnya. la merupakan ijtihad kaum
muslimin sehingga terubah-ubah. Sementara itu, sub-struktur dan tujuannya
menyangkut prinsip-prinsip bernegara secara slami.*"

Abidin menyatakan bahwa selain azas-azas atau sifat sifat negara
Islam sebagai pedoman kenegaraan yang harus ditegakkan, diperlukan juga.
prinsip-prinsip politik azasi dari negara Islam. Badan negara yang pokok,
apabila dipandang dari “Trias Politica”, maka dapat diklarifikasikan menjadi
tiga. Pertama, penyelenggara-penyelenggara negara adalah pemangku amanat
luhur dari umat, yang harus mereka tunaikan sebaik-baikriya bagi rakyat yang
menjadi ahlinya. Selanjutnya disebut sebagai badan eksekutif, Kedua, badan

xehakiman yakni sebuah lembaga kehakiman yang mendapet tugas untuk

2 1bid, hlm. 21-22.

D Abdul Azis Thaba, Islam dan Negara: Dalam Politik Orde Baru, cet. 1 (Jakarta: Gema
Insari Press, 1996), him. 42,



rmelaksanakan keadilan dalam menjatuhkan hukum bagi selurch manusia.
Ketiga, badan legislatif yang dinamakan w/il amri. Badan ini terdiri dari wakil
rakyat yang dipilih oleh rakyat vang bertugas membuat undang-undarg dan
peraturan negara yang ditaati setelah hukum Tuhan dan rosul-Nya.??
Sedangkan tujuan ditegakkannya negara Islam adalah keridhoan Tuhan di
Akherat (dar as-Salam). Serta terciptanya sebuah negara aman sentausa,
kemakmuran sosial, dan ckonomi. Schingga kebahagiaan dapat dinikmati
bersama berkat keteguhan mereka dalam beragama dan bernegara.*”

Dari ilustrasi yang penyusun paparkan diatas, terlihat banyak konsep
dan cara pandang tersendiri yang diajukan Abidin mengenai negara Islam
apabila dibandingkan dengan pemikiran yang dikemukakan oleh pakar politik
Islam lainnya. Walaupun dalam periode yang bersamaan dengan kehidupan
Abidin telah banyak ide-ide dalam masalah yang sama, tetapi terdapat
perbedaan yang cukup tajam diantara mereka.

Apabila  dikompromikan dengan tokoh politik lainnya Abidin
mmerupakan figur yang kontraversial dalam mengekspresikan pemikirannya.
Namun demikian, sejauh mana pemikiran politik Abidin lebih rasional serta
dapat diterima lebih dari para tokoh sebelumnya dan para pemikir semasa
dengannya. Bagaimana juga pemikiran Abidin apabila  dikompromikan
terhadap pemikiran Barat. Karena itulah penulis tartarik untuk melakukan

penelitian yang lebih mendalam terhadap pemikiran Abidin tentang negara

2 7ainal Abidin Ahmad, Membangun..., hlm. 30-31.
) Ibid | hlm. 13-14.



Islam khususnya dalam bukunya "Membangun Negara Islam” serta

relevansinya dalam proses politik di Indonesia.

B. Pokok Masalah
Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka
penyusun dapat merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini sebagai
berikut:
1. Bagaimana gambaran pemikiran Zainal Abidin Ahmad tentang negara
Islam dalam karyanya "Membangun Negara Islam",
2. Dimana relevansi pemikiran Zainal Abidin Ahmad dalam proses politik di

Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan

Dalam suatu penelitian, bertujuan untuk mencari pengetahuan yang
benar secara ilmiah. Pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk
menjawab pertanyaan atau ketidaktauan tertentu.’® Berkenaan dengan hal ini,
penyusun bermaksud meneliti dan menganalisis terhadap pemikiran Abidin,
sehingga menjadi jelas sejauh mana pemikiran Ahidin tersebut berpengaruh
terhadap sistem pemerintahan dan ketatanegaraan di Indonesia.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memperkaya
khasanah keilmuan Islam dan kontribusi perﬁikiran kenegaraan di Indonesia.

Selain itu, berusaha menemukan teori klasik dilihat dari perspektif Abidin

**) Bambang Suggono, Metode penelitian hukum, cet. 3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2001), him. 28.
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melalui pemikiran pilitiknya dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam
menyelesatan permasalahan kontemporer yang sedang dihadapi umat pada
bidang politik Islam (figh sivasah).*> Mengingat bukan saja ide pemberlakuan
syariat Islam kembahl marak dilontarkan, namun Kontraversinya terhadap ide

tersebut tidak pernah berakhir.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini sampai penulis melakukan penelitian, kajian ilmiah baik
vang berupa skripsi, tesis, disertasi maupun buku yang membalias Zainal
Abidin Ahmad belum pernah ditemukan, kecuali:

Ahmad Syafi" Maarif dalam bukunya "Islam dan Masalah
Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante". Dalam buku
tersebut, hanya ditulis sekilas tentang biografi dan inti dari pemikiran politik
Abidin secara sepintas lalu dalam sub bab tersendin, yakni mengenai teori
lentang negara Islam dalam judul Islam dan dasar negara di Indonesia.
Pemikiran Abidin ditulis hanya sebagai perbandingan dua tokoh politik
muslim modern di Indonesia antara Natsir dengan Abidin.

Kemudian 'lasbi Amiruddin dalam bukunya "Konsep Negara Islam".
Dalam buku tersebut, Fazlur Rahman hanya menyinggung pemikiran Abidin
dalam persoalan politik secara umum, sebagai perbandingan pemikiran dengan

Fazlur Rahman.

o Ruang lingkup pembahasan figh siyasah, lihat Dede Rosyada, Hukwum Islam dan
Pranata Sosial: Dirasah Islamiyvah 111, cet. 2 (Jakarta: Raja Grafindo Fersada, 1994), him. 95-99
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Kemudian penyusun belum pernah menemukan kajian yang secara
spesifik membahas corak pemikiran Abidin yang meneliti tentang negara

Islam menurut Abidin, khususnya dalam bukunya Membangun Negara [slam.

. Kerangka Teoritik
Firman Allah SWT dalam naas al-Qur'an yang menjadi dasar politik

Islam, antara lain :

(,_(5 )y om (..i_.l& Cakl g (,_i-.i:: (._ﬁ eSSl f')=j\
L 7. r)\.«'gﬁ
Juga firman-Nya yang lain:

M LB L el gl A Ll

Serta ayat:
v oS 3y Ll U] ULy g of oS 9oL O
O & o) (,_Qm b ) 0 Juaady 14KE OF
R P-TI Pr
Menurut Mariam Budiharjo, Islam merupakan ketundukan dan
kepatuhan terhadap segala hal yang disampaikan dan diajarkan oleh
rasulullah.*” Karakteristik Islam pada masa awal tidak terlepas dari persoalan

di bidang politik. Oleh karena itu, menurut Marlin Radison, Islam tidak dapat

) Al-Maidah (5) : 3.

D Al-Bagqarah (2) : 208,

) An-Nisa' (4) : 57-58.

) Mariam Budihardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, cet. 1 (Jakarta: Gramedia, 1982),

him. 4.



12

disamakan dengan agama Kristen atau Budhisme. Sebab Islam tidak hanya
menampilkan dirinya sebagai perhimpunan kaum beriman yang mempercayai
kebenaran yang satu dan sama, melainkan juga sebagai suatu masyarakat yang
total.™® Kemudian munculnya ungkapan al-Islam Din Wa Dawlah (Islam
adalah agama dan negara), yang mengisyaratkan kesetaraan antara agama dan
negara.’"

Hubungannya dengan prinsip-prinsip bermasyarakat, Allah berfirman

dalam al-Qur’an yang berbunyi :

She B i 1S 3y 15 T8 Yy et B ) gl
o553 U] wiamsy s B S5 55 n i) B STl 273l
@) oSO e IS L oSUmh W1 e 6 e lis e
b A ) O Ko oyt o
WOl ea Sy S e 0sgny Gyall 0y
Dan ayat lain yang berbunyi -
S Ay bl sTagd & ol 19558 1l it
B 00 Ay s 3l el hans VT s e ol
390 glans L6, o

39 1bid., hlm. 168,

) Ma'mun Murad al-Brebesiy, Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais
tentang Negara, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), him. 30.

*) Ali 'Imran (3) : 103.
33 Ali 'Imran (3) : 104.
) Al-Maidah (5) : 8.
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Sebagai pegangan yang lain, terdapat juga hadist rasulullah saw yang

berbunyi:

@ L Y sy ) aw ol SUW goes
SRRV
Mariam Budiharjo setelah merujuk berbagai pendapat, mengemukakan
bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya dipefintah oleh
sejumlah pejabat (pemerintah) dan yang berhasil menuntut warga negaranya
ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalni pengawasan kontrol
monopolistis dari kekuasaan yang sah.*® Sedangkan alat perlengkapan negara
yang dimaksud adalah lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif.’” termasuk
militer dan kepolisian.*®
Secara historis-faktual sangat sulit bagi dunia muslim untuk
melepaskan diri dari ekstensi sgbuah negara. Hal ini disebabkan karena negara
menurut Ziya Gokalp, merupakan suatu otoritas publik yang mempunyai
kekuasaan memaksakan peraturan-peraturan hukum atas individu-individu

yang keselamatannya berada dibawah naungannya.”” Tujuannya untuk

) Sayyid Ahmad al-Hasyimi, Mukhtar al-Hadis an-Nabawiyyah wa al-Hukm al-
Muhammadiyyah, cet. 1 (Semarang: Thaha Putra, t. t), him. 25

) Mariam Budihardjo, Dasar..., him. 40. Lihat juga Ramlan Surbakti, MemahamiPolitik
Islam, cet. 1 (Jakarta: Gramedia, 1992), him. 168.

*? Arif Budiman, Bentuk Negara dan Pemerataan Hasil-Hasil Pembangunan, Prisma No.
7, Juli 1982, him. 3. 4

" Aminuddin, Kekuatan [slam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia: Sebelum dan
Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto, cet. | (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), him. 20.

) Ziya Gokalp lahir di Yarbalir pada tahun 1875 M, dan wafat pada tahun 1924 M. Ia
terkenal sebagai Bapak Nasionalisme Turki. la juga seorang ahli teori tentang gerakan nasionalis
yang berhasil mendirikan Republik Turki dibawah kepemimpinan Musthofa Kemal, pada bulan
oktober 1923. H. A Mukti Ali, Jslam dan Sekulerisme di Turki Modern, cet. 1 (Jakarta:
Djambatan, 1994), him. 53.
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memelihara keamanan dan integritas scbuah negara, menjaga hukum, dan
ketertiban serta untuk memajukan masyarakat. Sehingga setiap individu dalam
masyarakat tersebut dapat merealisasikan seluruh potensi sambil memberikan
sumbangan bagi kesejahteraan bersama. *”

Pemerintahan Islam memiliki peran yang sangat penting, yakni
mendeklarasikan Allah sebagai tujuan dan terminal akhir khalifah manusia
yang didalamnya watak-watak Illahiah menjadi rambu-rambu perjalanan
menuju pada tujuan dasar. Diantara tujuan mendasar tersebut adalah keadilan,
pengetahuan, kekuasan, kebajikan, dan kemampuan membentuk arah tujuan
khalifah suci pada masyarakat manusia.*"

Pencarian negara Islam harus dimulai dengan pencarian kebebasan
bagi kaun muslimin itu sendiri. Kebebasan berfikir, bertindak, bersalah dan
bukan dipersalahkan, bertaubat dan akhimya menemukan dirinya serta
pemimpin beserta rakyat yung mentaati Tuhan. Hanya dengan begitu,
masyarakat Islam yang sa/eh dan negara Islam yang bersih dapat diwujudkan.
Perjuangan muslim yang sebenarnya hanya demi satu hal, yakm demokrasi.
Merupakan keharusan setiap individu untuk tidak dipaksakan melakukan
sesuatu. Dalam kemerdekaannya, masyarakat diharapkan dapat menemukan
dirinya dan mengembangkan pendirian etnisnya, kemudian membentuk negara

sesuai dengan imegnya sendiri dan berdasarkan modal masyarakat profetik.*?

“) Ahmad Syafi'i Ma’arif, Islam dan Masalah Ketatanegaraan: Studi tentang Percaturan
dalan: Konstituante, cet. 1 (Jakarta: LP3ES, 1985), him. 12-13.

) Sayid Muhammad Baqir ash-Shedr, Jatrodaction.... him. 13.

) Abdel Waheb el-Effendi, Dr., Who Need an Islmic State?, alih bahasa Amiruddin ar-
Rari, cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 1994), him, 84,
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Mengenai bangunan negara Islam, menurut al-Maududi, sebagaimana
dikutip oleh Asghar Ali Enginer bahwa menurut al-Qur’an, Tuhan adalah
pencipta dan penguasa dunia. Dialah yang menciptakan dunia. Karena itu,
Dialah yang berhak mengaturnya. Maka, segala ciptaan-Nya diatas bumi tidak
seorang pun berhak mengaturnya. Hanya ada satu cara yang dibenarkan bahwa
khalifah harus memerintah selaku wakil-Nya di bumi sesuai dengan syari’at.*”
Oleh karena itu, setiap pemerintahan dan undang-undang yang tidak
didasarkan pada al-Qur’an dan sunah rasul adalah tidak sah. Semua keputusan
yang dihasilkan tidak berguna dan keputusan yang diambilnya adalah
menyesatkan. *¥

Menurut al-Maududi, al-Qur'an tidak hanya meletakkan prinsip-prinsip
moralitas dan etika, melainkan juga memi)erikan tuntunan-tuntunan di bidang
politik, sosial, dan ckonomi. Ditetapkan pula hukuman-hukuman untuk
kejahatan tertentu dan ditetapkan pula prinsip-prinsip kebijaksanaan fiskal dan
moneter. Semua ini tidak dapat dipraktekkan kecuali jika ada suatu negara
Islam yang akan menegakkannya. Disinilah letaknya kebutuhan adanya negara
Islam. Hukum Illahi harus ditegakkan dan menjadikan syari'at sebagai
undang-undang negara.*” Oleh karena itu, menurut al-Maududi, sebagaimana
dikutip oleh Kamaruzzaman, bahwa empat ciri utama negara Islam, yaitu; 1)

kedaulatan ada ditangan Tuhan, 2) hukum tertinggi dalam negara adalah

D Asghar Ali Enginer, alih bahasa Imam Muttaqin, Islamic State, cet. 1 (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2000), him. 206.

*) Ibid., him 208.

) Abu al-A'la al-Maududi, The Islamic Law and Constitution, alih bahasa Asep Hikmat,
cet. 5 (Bandung: Mizan, 1995), him. 186-187.
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syariat, 3) pemerintah adalah pemegang amanat Tuhan untuk melaksanakan
semua kehendak-Nya, dan 4) pemerintah tidak boleh melakukan perbuatan
vang melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Tuhan,*®

Berkaitan dengan proses politik di Indonesia. Di kalangan umat Islam
terdapat perbedaan cukup siknifikan. Perrama, menjadikan Islam sebagai
ideologi yang manifestasinya berbentuk pelaksanaan ajaran agama (syariat)
secara formal sebagai hukum positif. Orientasi ini mendukung pendekatan
struktural dalam sosialisasi dan institusionalisasi ajaran Islam. Orientasi ini
sangat mendukuang “islamisasi” disegala bidang sebagai prioritas utama.
Kedua, mereka yans memiliki orientasi kebangsaan lebih besar daripada
orientast keagamaan, Orientasi ini hanya mendukung pelaksanaan etika-moral
agama (religio-ethics) dan menolak formalisasi agama ualam konteks
kchidupan bernegara, bahkan menganggap pelaksanaan hukum I[slam itu
sangat problematik dan akan mengganggu integrasi bangsa. Orientasi ini
mendukung pendekatan kultural dan menolak pendekatan struktural dalam hal
sosialisasi dan institusionalisasi ajaran Islam. Ketiga, merupakan jalan tengah
diantara kedua orientasi tersebut. Mereka memiliki orientasi secara seimbang
antara wawasan lslam dan kebangsaan, dengan menjadikan islam sebagai sub-
ideologi bagi pancasila. Aliran ini lebih menekankan kompromi dari aspirasi
yang ada, suatu hal yang pernah dilakukan Muhammad saw. Orientasi ini juga

mendukung pendekatan kultural sekaligus struktural dengan cara melibatkan

0 Kamaruzzaman, Relasi Istam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis,

cet. | (Magelang: Indonesia/era, 2001), him. 83.
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aaran agama dan pengambilan kebijakan publik secara konstitusi awal dan
demokratis secara tidak diskriminatif*"’

Akhirnya dengan beberapa teor diatas, penyusun mempargunakannya
untuk menyelesaikan penelitian ini. Sehingga alur pemikitan dalam kerangka
teoritik ini lebih sistematis. Kemudian direlevansikan argumentasi mereka

dengan pola pemikiran Abidin.

F. Metode Penelitian

Pada pokoknya kegiatan penelitian merupakan upaya untuk
merumuskan perrasalahan, mengajukan pertanyaan-pertanyac..,-dan mencoba
untuk menjawabnya dengan menemukan fakta dan memberikan penafsiran
yang benar.*® Adapun metode yang digunakan penyusun dalam penyusunan

skripsi ini s_bagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini merupakan penelitian pustaka (/ibrary
research), yakn: bahan perpustakaan akan dijadikan sumber utama.
Karena ini merupakan penelitian tokoh, maka ada dua metode yang
fundamental untuk memperoleh pengetahuan tentang tokoh tersebut dan
keduanya digunakan secara bersamaan. Pertama adalah penelitian

pemikiran dan keyakinan tokoh tersebut. Dalam hal ini. tulisan Abidin

" Mashuri Abdillah, “*Aspirasi Umat' antara Islamisasi dan Humanisasi”, dalam

Kurniawan Zein dan Sarifuddin H. A (ed.), Syariat Islom Yes, Syariat Islam No, cet. | (Jakarta:
Paramaclina, 2001), him. 17-18. :

* Abdurrahman Wahid, Menjadikan Hutum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan,
dalam Prisma, No. 4 (Jakarta: LP3ES. Agustus 1975), hlm. 56.
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dalam karyanya membangun negara Islam sebagai data primer, sedangkan
tulisannya dalam karya yang lain merupakan data sekunder yang
digunakan sebagai data pendukung. Kedua adalah penelitian tentang
biografinya sejak dari permulaan sampai akhir hayatnya.
Sifat Penelitian

Penyusunan skripsi ini bersifat diskriptif-analitik. Yang dimaksud
dengan diskriptif adalah meneliti gambaran tentang sifat-sifat atau
karakteristik suatu peristiwa. Dengan kata lain, sifat-sifat yang dikaji
adalah sifat-sifat dari Abidin dan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi
disekitarnya. Adapun analitik adalah menguraikan, menjelaskan, dan
menganalisa terhadap pemikiran Abidin beserta poal pikir yang
digunakan. Dalam hal ini, tentané negara Islam dalam karyanya
membangun negara Islam, bagaimana Abidin memunculkan konsep
tersebut. Kemudian dari data yang terkumpul, maka akan menentukan dan

melaporkan sebuah pemikiran.

. Metode Analisa Data

Dari data yang terkumpul dalam penyusunan skripsi ini, maka
dianalisa dengan menggunakan metode:
a. Deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dari teori atau konsep
yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang
seperangkat data, atau menunjukkén komparasi atau hubungan

seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.*” Mengenai hal

) Bambang Sunggono, Metodologi..., him. 38-39.
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ini adalah analisa terhadap pemikiran Abidin dalam karyanya
membangun negara Islam, yang kemudian dijadikan satu acuan dalam

paradigma pemikiran. Dari sini menimbulkan sebuah analisis.

. Korelatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui

ada tidaknya hubungan dari suatu fenomena, antara beberapa variable,
dan hubungan sebab akibat>” Dalam hal ini mengenai pemikiran
Abidin tentang negara Islam serta relevansinya terhadap proses politik

di Indonesia.

4. Pendekatan

a. Adapun pendekatan yang digunakan dalam proses penyusunan skripsi

ini menggunakan beberapa metode pendekatan, antara lain:
Pendekatan normative, yaitu menéanalisa data dengan menggunakan
pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku
manusia. Maksud dalam hal ini yaitu pernyataan Abidin akan dilihat
dari dalil naas dan kaidah figiyah, karena hal ini merupakan bagian
dalam kajian hukum Islam yakni figih siyasah."

Pendekatan sosio-historis, pendekatan sosial yaitu suatu proses terus
menerus, kritis dan terorganisasi untuk menganalisis dan memberikan
interpretasi atas fenomena sosial yang mempunyai hubungan saling

kait mengkait.*? Sedangkan pendekatan historis, yaitu membuat

him. 10.

*) Ibid., him. 37.
= Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3 (Jakarta: Ul-Press, 1986),

52 Bambang Sunggono, Merodologi..., him. 35.
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rekonstruksi secara sistematis dan obyektif dari kajadian atau peristiwa
dimasa lalu dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, menverivikasi,
serta mensintesiskan data menuju fakta dengan kesimpulan yang kuat
(sahih)>* Dalara hal ini, penyusun mevakini bahwa pemikiran Abidin
dipengarui situasi dan kondisi pada lingkungan sosio-kultural dan
sosio-politik  yang mengitarinya, sepanjang peristiwa tersebut

mempengaruhi pemikiran Abidin,

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini terdir: dari lima bab dan setiap bab terdiri dari
sub-sub bab, yakn schagai berikut

Bab pertuma, pendahuluan. Pada bab ini dipaparkan mengenai latar
belakang maselah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, teiaah pustaka,
kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, tinjauan umum negara Islam. Bab ini terdiri dari tiga sub
bab. Sub bab pertama, mengenai Islam dalam pengertian kaffah, sub bab
kecua memaparkan Islam dan negara yang memuat teori tentang negara dalam
[slam serta relefansi diantara keduanya, dan sub bab keti ga dikemukakan teori
mengenai tiga aliran pemikiran politik lalam di Indonesia.

Bab ketiga, Zainal Abidin Ahmad dan bukun ya membangun negara
Islam. Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama, tentang

biografi Aoidin dan karya-karyanya. Kemudian sub bab kedua mengenai

) phid., him. 36.
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perikiran Abidin tentang negara beserta pola pikir yang digunakan. Dan sub
bab ketiga, baru dipaparkan mengenai buku membangun negara [slam yang
beliau tulis.

Bab keempar, analisis atas pemikiran Abidin tenfang negara Islam. Bab
ini terdiri dari lima sub bab, yakni memuat tentang konsepsi negara Islam,
prinsip-prinsip dasar negara Islam, bentuk negara Islam, sistem pemerintahan,
serta relevansi pemikiran Abidin terhadap proses politik di Indonesia.

Bub kelima, bab ini sebagai penutup yang berisikan kesimpulan dan

saran-saran dari penyusun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan pembahasan dan penelaahan terhadap
permasalahan yang menjadi pokok bahasan skripsi ini, akhirnya penyusun
mengambil  kesimpulan bahwa dalam peta pemikiran politik  Islam
kontemporer, khvsusnya mengenai hubungan antara agama dan negara
ditemukan tiga pola pemikiran, yakni fundumentalis, sekularis, dan modernis.
Sedangkan di Indonesia juga terdapat tiga pola pemikiran (aliran), yakni
lormalistik, substantivistik, dan fundamentalistik.

Tiga aliran utama politik tersebut telah menjadi bagian dari wacana
Islam di Indonesia. Masing-masing aliran berkompetisi ikut andil bagian
dalam memecahkan berbagai persoalan antara Islam dan politik di Indonesia.
Prinsip-prinsip ini, menuru Abidin hendaknya ditransformasikan umat Islam .
kedalam rumusan-rumusan kenegaraan yang dipandang dapat memenuhi hajat
kebutuhan kaum muslimin sesuai dengan kondisi dan situasi pada zamannya.

Berdasarkan pola diatas, Abidin dapat dikategorikan sebagai pamikiran
raodernis religius.  Abidin berpendapat bahwa dalam al-Qur'an dan hadist
terdapat beberapa ayat yang dapat dijadikan dasar politik dalam bermasyarakat
dan bernegara. Kemudian Abidin berkesimpulan bahwa agama dan negara
(din wa dawlah) tidak dapat dipisahkan. Namun demikiar, Abidin 1etap

mengedepankan sisitem musyawarah rakyat.
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Berbicara tentang negara Islam, Abidin menjelaskan bahwa tuntunan
al-Qur'an mengenai kehidupan bernegara tidak mengharuskan model tertentu.
Karena negara Islam, menurut Abidin, adalah negara demokrasi yang
merupakan gabungan dar al-Islam dengan khilafah. Sedangkan dalam
pelaksanaannya diserahkan kepada ijtihad kaum muslimin. Islam hanya
menggariskan prinsip-prinsip dasar yang harus dijadikan pedoman dalam
pengelolaan kenegaraan. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah prinsip
amanat, keadilan, ketuhanan dan kedaulatan rakyat.

Prinsip amanat baik hubungannya antar individu, bermasyarakat dan
bernegara membutuhkan keikhlasan dan kejujuran yang bertanggungjawab.
Pelaksanaan amanat yang mencakup sendi-sendi kehidupan pada dasarnya
untuk memenuhi hak manusia dan kewajiban. Sedangkan dalam kehidupan
bernegara dimaksudkan agar para penyelenggara negara memperlakukan
semua warga negaranya tanpa membedakan antara yang satu dengan yang
lainnya. Mereka tidak boleh bersikap sewenang-wenang terhadap rakyatnya.

Prinsip keadilén Juga harus dipegang dalam pengelolaan negara dalam
mengambil sebuah kebijakan negara, para penguasa hendaknya benar-benar
menjalankan fungsi pengadilan baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan
politik. Terutama dalam melaksanakan undang-undang dan peraturan negara.
selain itu, para penegak kedilan hendaknya memperlakukan manusia secara
adil tanpa membeda-bedakan baik dari sudut pandang keturunan, ras, usia,
kesukuan, jabatan, maupun kekayaan antara individu satu dengan individu

lainnya.

160
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Prinsip ketuhanan bukan sistem teokrasi ateu kediktatoran penguasa
dalam menjalankar fungsi negara. Walaupun hanya Tuhan yang memberikan
garis lurus bagi masyarakat dan negara, namun ketentuan-k=*=ntuan lainnya
harus dibawa kedalam masyarakat, ditetapkan dan diputuskan olch rakyat.
Negara Islam yang berprinsip ketuhanan tetap memberikan kebebasan dalam
beragama, nenjamin hak-hak individu, kepercayaan, dan keyakinan seseorang
tetap dijunjung tinggi.

Adapun prinsip kedaulatan rakyat, Abidin ‘sebagai seorang pemikir dan
seorang penulis muslim di Indonesia, tidak sependapat dengan "legislator
Tuhan", sebagaimana yang diungkapkan al-Maududi. Abidin sebagai seorang
yang gigih memperjuangkan demokrasi selalu menekankan kedaulatan rakyat,
dimana kedaulatan tertinggi tetap berada ditangan rakyat melalui musyawarah
disamping melaksanakan ajaran Illahi dalam al-Quran serta tuntunan
rasulullah.

Pemikiran Abidin tampaknya berpengaruh pada proses perpolitikan di
Indonesia. Hanya saja corak pemikiran Abidin pada saat ini kurané mencuat
di permukaan. Mungkin disebabkan karena minimnya para pemikir politik
Islam maupun para sarjana yang lebin berorientasi pada studi akademik,
mengkaji Abidin dan atau pemikirannya. ¥ecuali beberapa diantara mereka
mengambil sedikit pemikirannya sebagai rujukan atau referensi belaka.

Prediksi Abidin mengenai kebangkitan umat Islam di Indonesia pada
abad XX, tampaknya terbukti dengan adanya semangat untuk

memperjuangkan aspirasi Islam. Relevansi pemikiran Abidin dalam proses
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perpolitikan di Indonesia diindikasikan; Pertama, perjuangan umat Islam
melalui partai politik. Kedua, dengan munculnya kelompok-kelompok militan
dan radika' yang ingin menegakkan syari'at Islam di Indonesia, dimana apa
yang dijalankan rasulullah sebagai mode! negara Islam dan diianjutkan oleh
khulafd'al-Rashidm menjadi dambaan mereka.

Dalam mervmuskan teorinya, Abidin banyak dipengaruhi gagasan-
gagasan yang dikemukakan para pemikir Barat. Salah satu sebabnya karena
politik Islam dalam sejarah dan prakteknya telah menghilang dalam waktu
yang cukup lama. Dari sudut pandangan ini, usaha Ahidin untuk mencarikan
justifikasi bagi teorinya dari Islam sejarah setelah periode khulafa al-Rashidin
kurang kuat. Sedangkan sistem pemerintahan Islam dar; zaman ke zaman
selalu berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi pada zamannya. Hal ini
merupakan kelemahan yang dilakukannya dalam melakukan péﬂdekatan
teorinya. Selain itu, pemikiren Abidin juga dipengaruhi situasi dan kondisi
yang terjadi di Indonesia saat itu, terutama dalam proses perpolitikan di
Indonesia pasca kemerdekaan. seperti pergrlatan dalam konstituante. Bahkan
Abidm sendiri sempat terlibat dalam partai politik mewakili Masyumi dan
merupakan salah satu tokoh partai tersebut bersama dengan Muhammad
Natsir.

Pemikiran dan gagasan Abidin dalam kenegaraan pada hakikatnya
merupakan hasil efaluasi terhadap sistem sosial dan politik, baik pada masa-
masa awal Islam maupun pada masa hidupnya. Karena itu, teori-teori yang

digjukannya lebih merupakan hasil refleksi atas realitas politik pada suatu



rmasa daripada merupakan teori yang dianut dan dipraktekkan pada masa
sesudahnya. Betapapun terdapat sikap apologis dalam pendekatan teorinya,
Abidin setidaknya telah berusaha untuk mencoba mzmberikan beberapa
pemikiran politiknya dan mewarnai pérgulatan wacana intelektual muslim di
Indonesia dengan tujuan memenuhi tuntutan obyektif umat, terutama dalam
mencart konsep  politik Islam  dari beberapa  teori yang dikemukakan.
Walaupun untuk mendukung pendapatnya sering kali mengambil pendapat
yang telah dikemukakan para toloh sebeluranya, disamping mengambil dasar
dari naas al-Qur'dan untuk memperkuat argumentasinya.

Abidin  telah  mengungkapkan pendangannya dengan cara
komprehensif, sekalipun tidak selalu dinyatakan secara nyata (articulate).
Sebagai hasil ijtihad, usaha yang dilokukan Abidin dengan segala kekuatan
cdan kelemahannya telah ikut memberikan suatu pemikiran tersendiri mengenai
negara Islam. Dengan demikian Beliau telah ikut memperkaya nuansa
pemikiran politik Islam yang harus dihargai. Demikian kesimpulan yang dapat -

ditelis dalam skripsi ini.

. Saran-Saran

Sebelum  mengakhiri  skripsi ini, penyusun akan mengemukakan
beberapa saran sebagai berikut:

I. Hendaknya para tokoh agama dan pemikir politik Islam dalam

mengembangkar teorinya terhadap suatu masalan secara sistematis,

sehingga dapat membawa hasil yang tidak menyebabkan kebingungan.
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2. Hendaknya dilakukan kajian yang lebih mendalam lagi untuk mencari dan
mengembangkan teori-teori  klasik mengenai negara Islam. Dengan
demikian, konsepsi negara Islam akan mempunyai karakteristik sendiri,
tidak sekedar mengadopsi ide-ide Barat.

3. Hendaknya umat Islam berhati-hati dalam mempelajari wacana yang
berkembang serta dalam menelaah dasar-dasar teori yang pernah
dikemukakan para tokoh atau pendapat para pemikir politik, karena dapat
mengakibatkan pemahaman yang keliru mengenar [slam sebagai Agama.

4. Hendaklah perbedaan pendapat dalam suatu masalah diselesaikan dengan
cara musyawarah. Janganlak perbedaan tersebut menjadikon perpecahan

diantara umat Islam.

Demikianlah pembahasan skripsi ini, semoga kerja keras penyusun dalam
menyelesaikan tugas akhir ini mendapatkan, kemanfaatan, pahala dan ridha-Nya.

Amin. Wallahu a’lom bi al-sawab.
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